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Mengingat

PERATURAN DESA MENDOGO KECAMATAN NGIMBANG

KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : - © TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENDOGO

- TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MENDOGO

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati
Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesualkan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Mendogo Tahun Anggaran 2012 dengan
Peraturan Desa.

1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun °2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;



Memperhatikan

Menetapkan

10.

1.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006
tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamengan
Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006
tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor
6/E),

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006

tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006

tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamengan Tahun 2006 Nomor 15/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Desa Mendogo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangén Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA MENDOGO TENTANG RANXCANGAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENDOGO TAHUN ANGGARAN
2012.

Pasal 1

Jumiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MendogoTahun

Anggaran 2012 sejumleh Rp  275.612.000. ( Dua ratus tujuh puluh lima
juta enem ratus duabelas ribu rupiah ).



Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut
dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Rp. 275.612.000
b. Belanja
1) Langsung Rp. 93.338.000
2) Tidak Langsung Rp. 182.272.000
¢. Pembiayaan
1) Penerimaan R
2) Pengeluaran RP. oovemeie
Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4
Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal §

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mendogo

anggal 25 Januari 2013




Lampiran poraturan desa Mendogo kec Ngimbang
Kab. Lemongan
Nomor : Tehun 2013
Tanggal : 25 Januari 2013
Tentang Anggeran Pendapatan Dan
Belanja Desae Mendogo
2 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
o DESA MENDOGO KECAMATAN NGIMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013
: . o TAHUN TAHUN
KODE URAIAN lseaen.uum BERJALAN KET.
REKENING r (Rp.) (Rp.)
9 i g 4 §
1 PENDAPATAN 245.380.000-] 275.612.000,-
1.1|Pendapatan Asii Desa 245.360.000,-| _ 276.612.000,-
141 Iaau Usaha Desa
1.1.1.1 Bumdss Air Bersih
1.1.1.2 Hasil Usaha Koperasi Desa
1143 Hasil Usaha PKK
1.1.1.4 Dst. ............
114.2 Hasil Penfielolasn Kokayaan Desa _42.480.000,- 43.460.000,-
1.1.2.1 Tanah Kas Desa
1.1.2.1.1 Sewa Bengkok Kades 6.060.000,- 8.080.000,-
1.1.21.2 Sewa Bengkok Perangkat Desa 23.090.000-]  23.090.000,-
1.1.2.1.3 Sewa Eks Bangkok Sekdes PNS 5.810.000,~ 5.810.000,-
1.1.21.4 _ISewa Tangh Desa lainnya 8.500.000,- 8.500.000,-
1.1.2.2 __|Pasar Desa
1.1.2.3 Pasar Hewan
1.1.24 Perahu miltk Desa
1.1.2.8 Sewa Bangunan milik Desa
1.1.2.8 Tempat Polelangan tkan milik Desa
1.1.2.7 Laindain Keksiaan millk Desa
1.1.2.8 rremeeanesss o
I .
113 Has!l Swadsya dan Partisipas! 11.000.000.- |  14.000.000,-
1.1.3.1 Swadaya penuniang ADD dan Bansun 11.000.000,- 11.000.000, -
1.1.3.2 Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plengsengan
1.1.3.3 Swadayn Pembanqunan Balai Desa
1134 Swadaya Sawah Tambak
114 14.500.000] __ 18.731,000,-
1.1.4.1 dinilal ual
1.14.2 Hasll untuk menunjang ADD dan Bangsun 9.500.000,- 9.500.000 -
1.1.6 m»mmmmm |Harus diatur dalam
1.1.5.1 Leges surat menyurat _2.000.000,- 2.570.000,-|Peraturan Desa
1.1.5.2 Leges jual befi Tanah 3.681.000 -
1.1.83 Leges fin keramaian 3.000.000.- 3.000.000,-
1.1.5.4 |Pungguten usaha batu bata/ genteng .
1.1.5.5 Sewa Handtraktor
1.1.5.6 Il-lastl!nfaqdﬂshodakoh i
1.2 Hasll Pajak : 3.200.000,- 2.221.000,-
1.2.1 Hasil k Kabuy,
1.2.2.1 intensif PBB 3.200.000,- 2.221 .000,- Rumus = nilal baku
1222 Dt ............ x 64,8x 10%
1.3|Bag] Haall Rotribus!
1.3.1 Retribusi tempat wisata
1,3.2 Retribusi pasar desa




1 2 3 4 5
1.4|Bagtan Dana Perimbangan Keuangan 69.000.000,- 69.000.000,-
Pusst dan Dasrsh
1.4.1 ADD 41.500.000-|  41.500.000,-
14.2 BANSUN ' 27.500.000-| _27.500.000-
143 lost............
18 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsl,
den desa laim .
1.8 Bantuan Keuangan Pemerintah Dilsl apabila ada
1.5.1.1 Bantuan Dana dar
1.54.2 APBN
1.8.2 Bantuan Keuanpan Pomerintah Propinsi Diisi apabila ada
1.6.2.1 'PembLnguﬂan Pasar Desa (BKD) Bartuan Dana dari
1.6.2.3 Pembangunan Kantor/Balal Desa (BKD) Propinsi Jatim
i
1.63 Bantuan ":"‘9"' Pemerintah 84.200.000,-|  111.200.000,-
Kebupaten/Xota
1.6.3.1 TPAPD W . ' 9.600.000,~ 10.800.000,~
153.2 TPAPD Perangkit Desa 66.000.000-] _ 78.000.000,-
1533 TPBPD i 3.600.000-|  4.650.000.-
1.6.34 Bantuan Pembengunan Kantor/Baiai Desa
1835 Bantuan Puma Bhaktl Kepala Desa / Perangkat Desa / BPD 7.500.000.-
1636 Kompensasi Sekdes non PNS
153.7 Asuransi Kepala Desa 1.000.000,- 1.000.000,-
1538 {Bantusn Progrem E-KTP 1.000.000,-
1.5.3.9 Bantuan Pilkades 8.500.000.-
1.54 |Bantusn Keuangan Desa lainnya :
1.5.4.1 T n Sekdes PNS
1.54.2 {Bantuan Pembentukan BPD 500.000-
1543 [Bantuan Uang Duka Kades / Sekdes / Perangkat Desa 2.250.000,-
1.6[Hibah
1.6.4 Hibah darf ntah Diisi apabila ada
1.84.1 Hibah dari Pemerintah
16.1.2 Dt........ooc.c... Pusat
1.6.2 Hibeh dari pemnerintah propinsi Dilsi apabiia ada
1.6.2.1 A Hibah dar Pemerintah
1622 D8t......oooco.ce. Propinsi Jatim
143 Filbah darl pemerintah Kabupsten/iota
{1.83.1 {Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plengsengan
1832 [ A
164 Hibah darl badan/onenisssiswasta
1.84.1 o
168 Fibe dart kelompok masyarakat perorangan
1.8.5.1 ‘
1.7|Sumbsngan Pihak Ketiga 20,000,000, 20.000.000-
1.7.1 Sutnbengan phak ke tiga untuk pembangunan gedung TK 9:500.000-| _ 9.500.000.-
1.72 ke tiga umtuk pesbaikan Engkungan Balal Desd 10.500.000-]  10.500.000.-
[ FUMLAN PENDAPATAN
(1.141.261.301.441.5+1.641.7) 245.360.000,-]  276.612.000,-




1 ' . 2 3 4
BELANVA ¢ | X , .
: __21|Betanja um‘% (2.1.142.1.242.1.3) 29.088.000-|  93.333.000-
244 Betanja Pegriaifionorarium
{2111 Honoralum ,. pemunggut PBB
l24.1.2 Hmﬁmm?gm_ Desa
21.13 Honorarium Pengunss RT 4.250.000,-

2114 Honorarium Kader Gtzl
2148 | 'im_oz;ﬂumm LPM

2.1.1.6 Honorarium Panitia isian Pera Desa

2.050.000,~ 2.050.000,-

600.000,- 800.000.-

1.200.000] 1.200.000.-

21213 Perjalanah Dinas LPM

212.1.4 lPean Dinas Kader Gizi

2.1.2.1.5 dinas sskdes 250.000.- 250.000.-
2122 Bshan/Material 87.0238.000,-|  87.038.000.-
2.1.22.1 . |Belanja ATK _2.500.000,- 2.500.000.-
21222 untuk perbaikan gedung t 9.500.000,- 9.500.000.-

2.1.223 Pemeitharaan Kantor/Batai Desa 8.500.000,- 8.500.000.-

500.000,- 500.000.-

3.300.000,- 13.300.000.-

27.868.000- |  27.688.000.-

26.400.000.- 26.400.000.-

212213 |Blaya Pensertificatan Tanah Kas Desa 5.000.000,- 5.000.000.-
21.22.14 _[Biaya umum Proyek ADD dan Bansun 5% 3.450.000,- 3.450,000.-
21.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Belanja Modal Tanah

2132 ___lBelania Modal Jeringen fistrik

2133 IBetanja Modal Komputer

2.1.34 Betanja Modal Alat Fopging

2135 Belanja Modal Pemotong rumput

2.1.3.6 Betanja Modal Meubellalr
2.1.3.7

Dst...........
Belanja Tidak Langsung
22 166.272.000,-|  182.272.000,-
142.2.202.2.3422 442.2.5) g
221 [Botanja Pogawalipenghasiian Kades
2214 Hasil Sewa Bengkok Kades 6.060.000,- 6.060.000.-
2.2.1.1.1 TPAPD Kades A 9.600.000-|  10.800.000-
1221.1.2 Asuransi Kepala 1.000.000,- 1.000.000.-
2.2.1.1. Purna Bakdi Kepala Desa / Perangkat Desa / BPD 7.500.000,
22.1.2 Balan| hasilan Sekdes 3.000.000-|  3.000.000.-
?530
221.2.1 | Tunjangan Kinedda Sekdes PNS 3.000.000. 3.000.000.-

N

1.2.2 mmm’ kok Sekdes non PNS

[22.1.23 Uang Duka Kepala Desa / Perangkat Desa / BPD 2.250.000,-

“deat
1y



3 4 5
2.2.1 .31 Belanja Pegawai/penghasilan P:rang_kst Desa Lainnya 23.090.000,-| _ 23.090.000.-
2.2.1.3.1 Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya 7.500.000,- 7.500.000.-
22.1.3.2 TPAPD Perangkat Desa Lainnya 60.000.000,-| _ 78.000.000,-
2.2.1.4 Belanja pegawai/penghasiian tetap BPD
2.2.14.1 Uang Sidang BPD
l22.1.42 TPBPD 3.600.000,- 4.650.000,-
2.2.2 Belanja Hibah Diisi apabila ada
2221 Belanja Hibah
2.2.3 Belanja Bantuan Sosial 12.012.000,-]  20.472.000.-
2.2.31 Kegiata PHBN/PHBI 2.000.000,- 2.000.000.-
2232 Kegiatan Bersih Desa
2233 Perlombaan Desa
2234 Pembinaan Perangkat Desa
2235 Pembinaan Liri'rliihs 4.012000,- 10.200.000.-
2235 Bantuan lain-lain 9.100.000,- 8.272.000.-
2.2.4 Belanja Bantuan Keuangan 14.950.000,-  14.960.000,-
2.2.4.1 Operasional Pemerintahan Desa 3.450.000.- 3.450.000.-
2242 Operasional LPM 2.000.000.-|  2.000.000.-
2243 Operasional PKK 3.000.000.- 3.000.000.-
2244 Operasional taruna 1.000.000.- 1.000.000.-
2245 Bantuan Puma Bhakti Kepala Desa
2246 Operasional Posyandu 500.000.- 500.000,-
2247 Operasional RT/RW
2248 Operasional Linmas 2.500.000.- 2.500.000.-
2249 Operasional E-KTP 1.000.000,-
2.2.4.10 Operasional BPD 2.500.000.- 2.500.000.-
|2.25 Belanja tak terduga
2.2.5.1 Keadaan Darurat
2252 Bencana Alam
2.2.5.3 Dst........
JUMLAH BIAYA (2.1+2.2) 245.360.000,-|  275.612.000,-
3.1|Penerimaan Pembiayaan
314 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
Tahun sebelumnya
3.1.2 Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
313 Penerimaan Pinjaman
3.2|Pengeluaran Pemblayaan
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
322 Penyertaan Modal Desa
3.23 Pembayaran Hutang

JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2)




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MENDOGO KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENDOGO KECAMATAN NGIMBANG
NOMOR : 188/01/413.315.12/ 2012

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA MENDOGO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENDOGO
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
‘BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENDOGO

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati
Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa, maka dipandang perfu menetapkan Persetujuan atas
Peraturan Desa Mendogo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

,gtifg Desa 'Mendogoo Tahun Anggaran 201 dengan Keputusan Badan
Pt Permusyawaratan Desa.

Mengingat .- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
! (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004. Nomor 125,

o Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844); -

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4438),

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintsh Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1685,

| Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia 4593);

Q 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang

‘&% Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

st
i
Lot
i

i



Menetapkan

10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

2

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000
tentang Anggaran Pendapatan dan Befanja Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35); '
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006
tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomer 1 Tahun 2007 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006
tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kesja Pemerintehan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor
6/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006
tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006
tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor  Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2011 Nomor / );

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daersh Kabupaten
Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa {Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2013 ;

Peraturan Desa Mendogo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Mendogo membahas ra

Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Mendogo tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENDOGO TAHUN
ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Péndapatan dan Belanja
Desa Mendogo Tahun Anggaran 2012.



Pasal 2
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mendogo
Pada tanggal 25 Januari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENDOGO
T .




BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MENDOGO KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA MENDOGO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENDOGO
KECAMATAN NGIMBANG
TAHUN ANGGARAN 2013
Nomor: 027 /01 /413.315.12 /2012

Pada hari ini Jum at, tanggal Dua puluh lima, bulan Januari Tahun Dua Ribu
Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Mendogo Kecamatan Ngimbang. Menindaklanjuti
usulan Kepala Desa .Mendogo perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Mendogo Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Mendogo.
mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan
saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Mendogo menyatakan
menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mendogo
Tahun Anggaran 20123

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Mendogo Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan
selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Mendogo
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